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Mengingat

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran BAB VI huruf D
Angka 1 Huruf m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah, dan Pasal 168 ayat (7) Peraturan
Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pergeseran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);



Menetapkan

0=

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Tasikmalaya Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA
PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut
Daerah adalah Kota Tasikmalaya.

2. Pemerintah Pusat adalah Presiden dan Wakil
Presiden yang dibantu oleh para menteri sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan negara.

3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota
Tasikmalaya.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
ditetapkan dengan peraturan daerah.
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Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah
pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan
Urusan Pemerintahan daerah.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik
Indonesia yang selanjutnya disingkat SIPD-RI
adalah pengelolaan informasi pembangunan
daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi
Pemerintahan Daerah lainnya yang saling
terhubung untuk dimanfaatkan dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat TAPD adalah tim yang bertugas
menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Wali
Kota dalam rangka penyusunan APBD.

Pejabat  Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan
Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam
kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi
SKPD yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya
disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan
pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian
tugas dan fungsi SKPD.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang
berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang
dilaksanakan oleh perangkat daerah atau
masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah
Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan
pembangunan Daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang
dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada
SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu program dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik
yang berupa personil (sumber daya manusia),
barang modal termasuk peralatan dan teknologi,
dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua
jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input)
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam
bentuk barang/jasa.

Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan
dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pergeseran Anggaran adalah mekanisme perubahan
dan/atau  peralihan dan/atau  perpindahan
dan/atau pergantian yang terjadi pada APBD
setelah  ditetapkan dalam DPA-SKPD yang
selanjutnya diformulasikan dalam Perubahan DPA-
SKPD.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA
SKPD adalah dokumen yang memuat rencana
pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang
memuat rencana pendapatan, belanja, dan
Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi
bendahara umum daerah yang digunakan sebagai
dasar penyusunan rancangan APBD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA
SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan
dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang
melaksanakan fungsi bendahara umum daerah
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran oleh pengguna anggaran.

Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang
selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen
perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

Rencana Anggaran Kas yang selanjutnya disingkat
RAK adalah dokumen rencana perkiraan arus kas
masuk yang bersumber dari penerimaan dan
perkiraan arus kaskeluar untuk mengatur
ketersediaan dana yang cukup guna mendanai
pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat
SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya
dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan
pembayaran atas pelaksanaan APBD.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud
untuk mewujudkan kepastian hukum dan menjadi
pedoman  dalam  melaksanakan  Pergeseran
Anggaran.

Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan
sebagai berikut:

a. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan
keuangan daerah;
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b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah; dan

c. meningkatkan kualitas pelayanan kepada

masyarakat.
BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai
berikut:

a.
b.

(1)

(2)

(1)

jenis Pergeseran Anggaran;

Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan
perubahan APBD;

Pergeseran Anggaran yang menyebabkan
perubahan APBD; dan

pelaksanaan Pergeseran Anggaran.

BAB IV
JENIS PERGESERAN ANGGARAN
Pasal 4
Pergeseran Anggaran, terdiri atas:

a. Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan
perubahan APBD; dan

b. Pergeseran Anggaran yang menyebabkan
perubahan APBD.

Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dapat dilaksanakan berdasarkan
perubahan RKA SKPD dan-DPA SKPD.

BAB V

PERGESERAN ANGGARAN YANG TIDAK
MENYEBABKAN PERUBAHAN APBD

Pasal 5

Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan
perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf a, yaitu:

a. pergeseran atas uraian dari sub rincian objek;

b. pergeseran antar sub rincian objek dalam
rincian objek yang sama;
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c. pergeseran antar rincian objek dalam objek
yang sama; dan

d. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama.

Pergeseran atas uraian dari sub rincian objek
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat
dilakukan atas persetujuan PA.

Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian
objek yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, dan pergeseran antar rincian objek
dalam objek yang sama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan atas
persetujuan PPKD.

Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat
dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan
perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 dapat dilakukan sebelum atau sesudah
perubahan APBD.

Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi:

a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama,
antar rincian objek dalam objek yang sama, dan
antar sub rincian objek dalam rincian objek
yang sama dilakukan melalui perubahan RKA
SKPD pada SIPD-RI untuk selanjutnya
dilakukan perubahan Peraturan Wali Kota
tentang penjabaran APBD dan/atau perubahan
Peraturan Wali Kota tentang penjabaran
perubahan APBD; dan

b. pergeseran atas uraian sub rincian objek
dilakukan melalui penyusunan perubahan DPA
SKPD pada tahapan pelaksanaan tanpa
melakukan perubahan Peraturan Wali Kota
tentang penjabaran APBD dan/atau perubahan
Peraturan Wali Kota tentang penjabaran
perubahan APBD;

c. pergeseran yang tidak menyebabkan perubahan
APBD antar objek dalam jenis yang sama, antar
rincian objek dalam objek yang sama, antar sub
rincian objek dalam rincian objek yang sama,
dan uraian dari sub rincian objek, tidak dapat
dilakukan untuk kelompok belanja modal
dikarenakan mengubah target kinerja dan
RKBMD, kecuali memenuhi kriteria kondisi
darurat termasuk keperluan mendesak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.



Pasal 7

Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan
perubahan APBD dilaksanakan dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. jika dilakukan sebelum perubahan Perda tentang
APBD, Pergeseran Anggaran ditampung dan
ditetapkan dalam Perda tentang Perubahan APBD;
atau

b. jika tidak melakukan perubahan Perda tentang
APBD atau pergeseran yang dilakukan setelah
perubahan Perda tentang APBD atau Pemerintah
Daerah tidak melakukan Perubahan APBD,
Pergeseran Anggaran dilaporkan dalam laporan
realisasi anggaran.

BAB VI

PERGESERAN ANGGARAN YANG MENYEBABKAN
PERUBAHAN APBD

Pasal 8

Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan
APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf b, yaitu:

pergeseran antar organisasi;
pergeseran antar unit organisasi;
pergeseran antar Program;
pergeseran antar Kegiatan,
pergeseran antar Sub Kegiatan;
pergeseran antar kelompok; dan

m e Qo TP

pergeseran antar jenis.

Pasal 9

(1) Pada kondisi tertentu, Pergeseran Anggaran yang
menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan
sebelum perubahan APBD melalui Peraturan Wali
Kota tentang Pergeseran Anggaran.

(2) Peraturan Wali Kota tentang Pergeseran Anggaran
sebagaimana dimaksud ayat (1) diberitahukan
kepada Pimpinan DPRD, paling lama 30 hari sejak
ditetapkan.
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Pasal 10

Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) dapat berupa:

a.
b.
C.

keperluan mendesak;
keadaaan darurat; dan/atau

perubahan prioritas pembangunan baik di
tingkat nasional atau daerah.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud ayat
(1) huruf a, meliputi:

a.

kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan
dasar masyarakat yang anggarannya belum
tersedia atau tidak tersedia dalam tahun
anggaran berjalan;

belanja daerah yang bersifat wajib dan/atau
belanja yang bersifat mengikat;

pengeluaran daerah yang berada di luar kendali
pemerintah daerah dan  tidak  dapat
diprediksikan sebelumnya serta merupakan
amanat peraturan perundang-undangan,;
dan/atau

pengeluaran daerah lainnya yang apabila
ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih
besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau
masyarakat.

Keadaaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1)
huruf b, meliputi:

a.

b.

bencana alam, bencana non alam, bencana
sosial dan/atau kejadian luar biasa

pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan,
dan/atau

kerusakan sarana/ prasarana yang dapat
mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat
nasional atau daerah sebagaimana dimaksud ayat
(1) huruf ¢, meliputi:

a.

pergeseran anggaran yang disebabkan adanya
amanat dari Pemerintah Pusat, Pemerintah
Provinsi dan/ atau Pemerintah Daerah lainnya;

pergeseran anggaran yang disebabkan adanya
perubahan petunjuk teknis terhadap kegiatan
yang bersumber dari dana transfer Pemerintah
Pusat, dan transfer Pemerintah Provinsi
dan/atau transfer Pemerintah Daerah lainnya;
dan/atau

pergeseran anggaran yang disebabkan adanya
penyesuaian terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Pasal 11

Dalam hal Pergeseran Anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan sebelum
perubahan Perda tentang APBD, Pergeseran
Anggaran ditampung dan ditetapkan dalam Perda
tentang Perubahan APBD.

Dalam hal Pergeseran Anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan setelah
perubahan Perda tentang APBD atau Pemerintah
Daerah tidak melakukan Perubahan APBD,
Pergeseran Anggaran dilaporkan dalam laporan
realisasi anggaran.

BAB VII
PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
Pasal 12

Permohonan pergeseran atas uraian dari sub
rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf a, diajukan oleh Kepala SKPD selaku
PA, untuk kemudian disampaikan kepada
Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, dengan
melampirkan dokumen sebagai berikut:

a. rincian pergeseran anggaran yang
diformulasikan dalam rancangan Perubahan
DPA SKPD; dan

b. surat pernyataan tanggung jawab pelaksanaan
anggaran dari Kepala SKPD selaku PA.

Permohonan pergeseran antar sub rincian objek
dalam rincian objek yang sama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan
pergeseran antar rincian objek dalam objek yang
sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) huruf c, diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA
kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD
dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

a. rincian pergeseran anggaran yang
diformulasikan dalam rancangan Perubahan
RKA SKPD; dan

b. surat pernyataan tanggungjawab pelaksanaan
anggaran dari Kepala SKPD selaku PA.

Permohonan pergeseran antar objek dalam jenis
yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf d, diajukan oleh Kepala SKPD selaku
PA kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD
dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

a. rincian pergeseran anggaran yang
diformulasikan dalam rancangan Perubahan
RKA SKPD; dan
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b. surat pernyataan tanggungjawab pelaksanaan
anggaran dari Kepala SKPD selaku PA.

Permohonan pergeseran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan
untuk kegiatan yang bersumber dana dari:

a. pendapatan asli daerah, kecuali pendapatan
badan layanan umum daerah;

b. dana transfer umum-dana bagi hasil, kecuali
dana bagi hasil cukai hasil tembakau;

c. dana transfer umum-dana alokasi umum,
kecuali - dana alokasi umum yang ditentukan
peruntukannya; dan

d. pendapatan bagi hasil pajak, kecuali
pendapatan bagi hasil pajak rokok.

Permohonan pergeseran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ditembuskan
kepada:

a. Wali Kota, sebagai laporan;

b. Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan di
bidang Keuangan selaku PPKD;

c. Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan di
bidang Perencanaan;

d. Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan di
bidang Pengawasan; dan

e. Kepala Unit Kerja pada Sekretariat Daerah yang
menyelenggarakan urusan di bidang
Administrasi Pembangunan.

Permohonan Pergeseran Anggaran yang
menyebabkan perubahan APBD pada kondisi
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1) diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA kepada
Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dengan
melampirkan dokumen sebagai berikut:

a. rincian pergeseran anggaran yang
diformulasikan dalam rancangan Perubahan
RKA SKPD;

b. peraturan perundang-undangan dan/atau
dokumen lainnya dari Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah
lainnya yang melandasi terjadinya pergeseran
anggaran; dan/atau

c. surat pernyataan tanggungjawab pelaksanaan
anggaran dari Kepala SKPD selaku PA.
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Pasal 13

SKPD melakukan input data untuk perubahan
RKA-SKPD melalui aplikasi SIPD-RI sesuai dengan
prosedur yang telah  ditetapkan  setelah
mendapatkan persetujuan Ketua TAPD.

Penyusunan perubahan RKA-SKPD berpedoman
pada standar satuan harga, standar biaya umum
dan analisis standar belanja.

Perubahan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud
ayat (1) menjadi dasar bagi PPKD menerbitkan dan
mengesahkan perubahan DPA SKPD.

Pada saat mengajukan Pergeseran Anggaran,
Kepala SKPD selaku PA harus mempertimbangkan
ketersediaan pagu anggaran pada kode rekening
yang akan dilakukan pergeseran.

Pasal 14

Proses Pergeseran Anggaran dilaksanakan dengan
tahapan sebagai berikut:

a.

b.

Kepala SKPD mengajukan permohonan Pergeseran
Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;

dalam hal Pergeseran Anggaran ditetapkan dengan
perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran
APBD, Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dapat
menerbitkan surat edaran pemberitahuan
pergeseran anggaran;

TAPD membuka jadwal tahapan Pergeseran
Anggaran;

TAPD membuka kunci Sub Kegiatan yang telah
disetujui untuk dilakukan Pergeseran Anggaran;

SKPD melakukan input data perubahan RKA-SKPD
yang telah disetujui, melalui aplikasi SIPD-RI sesuai
dengan jadwal yang telah ditetapkan;

PA  melakukan verifikasi dan validasi atas
Perubahan RKA-SKPD untuk memastikan bahwa
Sub Kegiatan dan belanja telah sesuai dengan
klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur
perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
yang berlaku, sebelum disampaikan kepada TAPD;

TAPD melakukan penutupan jadwal Pergeseran
Anggaran setelah semua input Perubahan RKA-
SKPD selesai;

dalam hal Pergeseran Anggaran ditetapkan dengan
perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran
APBD, TAPD menyusun dan memproses penerbitan
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Peraturan Wali Kota dimaksud sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

BUD membuka tahapan penatausahaan Pergeseran
Anggaran;

PA menyusun RAK;

dalam hal Kegiatan/Sub Kegiatan dilimpahkan ke
KPA, pelimpahan Kegiatan/Sub Kegiatan juga
dilakukan kepada KPA;

PA melakukan validasi perubahan DPA SKPD
sebelum BUD melakukan validasi Perubahan DPA
SKPD;

setelah BUD melakukan validasi Perubahan DPA
SKPD, SKPD dapat mencetak dokumen
pelaksanaan perubahan anggaran SKPD; dan

BUD menerbitkan SPD.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15

Ketentuan mengenai format:

a.
b.

surat permohonan Pergeseran Anggaran;

rincian Pergeseran Anggaran antar objek dalam
jenis yang sama, antar rincian objek dalam objek
yang sama dan antar sub rincian objek dalam
rincian objek yang sama;

rincian pergeseran anggaran uraian sub rincian
objek;

surat pernyataan tanggung jawab pelaksanaan
anggaran; dan

persetujuan Sekretaris Daerah tentang persetujuan
Pergeseran Anggaran,

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
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BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 15 Juli 2024

Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,
TTD
CHEKA VIRGOWANSYAH
Diundangkan di Tasikmalaya

pada tanggal 15 Juli 2024
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

TTD

H. ASEP GOPARULLAH

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 12



LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. SURAT PERMOHONAN PERGESERAN ANGGARAN

HKICOF SKEFC
Task=malaya,
Hamar -
Sifat : Fumtmy KEwpadx
La=piran - Tek., Salkrwitoriz Lomrak Kot
Furilanl : Teulam Parpscsscn AnEscaron To=ilemalers
dalao— AFEBLD TA. ... Salckn Ketac TAFD
di-
TASIKREALAYA

Dizcmpoikan dsngen hermot, basdocorkan Dokuman Palakzocncan
Anpporen Botuaor Hsrje Farongikat Dasrmh [CFA-EEFLE] Hemer ...
tonppnl ............ don Fesctoras Wali Kete Tocikemalaye Nomar ... Takiens
Z02F tantony Tata Corc Farpmceson Anpporcn dam Ferdopoton Balongs
Doasch, bercomo imi Hom: compaoikars bolieea dolom rangks palalcccmcan
suk kamiatam .ococccieeeen - Bada oojmame BEPLD.L, Komi siseeajukan
uculon psrpecaran onpporor o.......... [diici Antor objek dalom jemic vasp
come, artar rimcian okjsic dolam objsk yong camo, cntor zub rncCas objak
dalemn rincicn ckjsk vamp some, aotac arcon mob rimcan objak] dolam
AFED Taokun Angpopram ...... dsmpas alozom dam pastmolbanpon cebopcd
Earilout:

l. Turdopot ksbyckon citraotessz Fsmaesminh Dosmh vonp balex

tarnkomecdard.

[

Tardapast pesubahon dinomikca psspslsnpgporoson Feamasntabam
Doarak.

3.

4. dct.

Enxrdarorkar hal terzabut di sios, tesflaompir Kami ca=paikas
TonCongon pAIEeSNIDn | amEmaron colb kamiaotan dimokeond. Untak
kslamcaron panotcurchoon kswanpan, Komi mohen parsscsson cnpporan
dimakrad dapat dicstajod das diprcses lebik lanjut.

Damilbon untak oemjodi mcldum den dopet  dijadiken bakas
caboroimaonn mestinyn, oftos parhotion certa parkamon parcstojusenro
Komi mcopken terima kacih.

Kapols BEFD

KHANEA
NIF




B. FORMAT RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBJEK DALAM JENIS
YANG SAMA, ANTAR RINCIAN OBJEK DALAM OBJEK YANG SAMA DAN ANTAR
SUB RINCIAN OBJEK DALAM RINCIAN OBJEK YANG SAMA

KOP SKPD
TAHUN ANGGARAN .........

Program dan Kode Program
Kegiatan dan Kode Kegiatan
Sub Kegiatan dan Kode Sub Kegiatan

Tahun Anggaran

SUB SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAM
MO KODE JUMLAH KODE
KEGIATAN URAIAM URAIAN JUMLAH (R
REKENING [Rp) | REKENING (Rp)
Tasikmalaya, «covovveermaernns

Kepala ...(nama SKFPD)....

NANMA
NIP
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C. FORMAT RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN URAIAN SUB RINCIAN OBJEK

KOFP SKEFD

Program dan Kode
Program
Kegiatan dan Kode

Eegiatan
Sub KHegiatan dan Hode
Sub Hegiatan

Tahug Anggaran

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
NO - -

Urmaian Sub Hode . Harga Urmaian Sub Kode . Hargm
Rincian Objek | Rekening | “roon | Volume | Satuan | ooy o, | Jomleh | pician Objek | Rekening | -roon | Volume | Satuan

Jumiah

Taszikmalaya, oo
Kepala ...[nama SKFD)...

MNANA
NIP
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D. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN ANGGARAN

KOP SEPD

Yang bertarda tangan di hawah i

Sehubungsn dengan Surat Usulan Pergeseran Angsawan dalam APEBD TA
......... - Momor: - Tangeal .. - Perihal:
Crengaty ini m-;fn;.'atakan d&ngs.n sebalarng.ra bahws_

1. Pergessran angparan pada sub kegiatan ... ... skan dipsreunaloan
untuk leperluan  zuna membisyal  kegjatan vang skan  kami
lalezamalan sesusi OPPA-SEPD.

2. Pergessran angssran bersebut  tidak akan  dipergumsakan untulk
membiayal pengsluaran-pengeinaran vang menurat etentuan  vang
berlalon haras dilaloaksn dengan pembayaran lainnya.

3. Usulan pergeseran amgearan telsh diperhitunslen sampai dengan sub
rinncian ohjek dan te=lah =esusl dengan kebutuhasn pada nama
SEFD)... dan dibultilen dengan lampiran pergsseran SNEESFEN VENE
telah ksl sampailcan.

4. Dulamen pergeseran ahggaran tersebut disimpan di . nams SEPD...
sesuEl dengan ketentuan yang berlalon untuk keperlusn pemerik=asn
Internal /Eksternal sebagai bukdl pertangsunsjawaban keuangan.

Dengaty ini, =aya menyvatalsn bertangsung jawab penuh atas pergeseran
angesran sub kegiatan terselmt sesuai denpan ketentusan persturan
perundang-undangsn yang berlalon.

Demnildsm surat pernyatasn ind diboat untule melenglespi persyaratan
usulan pergscsran anggaran pada .. hama SEPD)...

Taczilonalaya, -
Eepals . rHama SK_P‘D]

Mams
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E. FORMAT SURAT PERSETUJUAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG
PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN

KOF SKFC
Tacl=olaya,
Komar :
Qefak . Funbmy Ewpada
La=garan : Titk, EKspols ... [noma EEPL...
Furlaol : Parzatujuen Farpscsras Anppanan di-
TASIKEALAYA
Eardozorkon surct permokaoman Paudora momes: ... taseeal o
parikal: .......... dam Parotaron Weli Kota Tecikmalorra Hemer ... Takbes

2023 Temtonp Tots Corc Farpscsran Angroran Pasdspetcn don Eslonic
Diaarch. Foda prinsipeya wrulam parpecsram cegraran .o jmamo BEFD)..
Ketm Tozikmalove dopor dicsssjui dom depet dilokeamokos  cebalem
parubchon AFED Tohun Anggarasm ... pads sub kegistan:

1. Zub ksgiatan ...

2. Zub ksmatan ...

Sslanjutmyn Faranskot Dosrch zepsro malokuken psnsinpueton dets
Farrazarcn  ampparcn peds aplikas 3[FD dengan tarlskik dahule
barkoordingzi dampam EFKAD Hota Tozikmalore wrtok mamkoks joduoel
tahopan AFED parpacaram don pembukocn kuns sub kegistan yamg
manzalami parpscarams.

¥apale Farongicar Dosrch mamoztikan bohoe prosram kawiazan |/ zub
leagictar dzn kalonis telak cerusi dengen kissdfikasi, kedefilkasi dan
momanklotar parsncaomoon pambonpunon dam keucneon dzersh certs
cazusi denpgon petunjuk tskniz dan petunjok palaksoncan yamp baslaka,
calamjuters malokulan validoszi kagioton vony mengslami perpscsran

omppEnTcT.
Farpszaron ampearen ckon difarmulasikan dalemsm farmoe DFFA-2KFD
Takun Anpporas ....... Hspzla SEPD beartanppusroawak pesch techodap

uculan perpscsrse onpproras vanp taleh dizempailkan.

Demildar untok dapot difak=zonokon dsngon pasck tamesung jorak,
oto= parkatian zarta perkenen parestujuamera Komid wucapkon tasmima
LTSO8

dulerstoric Doarch Keta Toslemalara
Balalco Ewtwa TAFD

Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

TTD

CHEKA VIRGOWANSYAH



